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BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR {@ TAHUN 2016

TENTAN G

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA BANGUNAN BARU PASAR BINA
USAHA MEULABOH DAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR

Menimbang

a.

DAN PERTOKOAN PADA MALL MEULABOH
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur

‘dalam Pasal 110 dan Retribusi Jasa Usaha Pasal 126 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dalam  rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian
daerah;

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyesuaikan
besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/pelayanan yang

- dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pasal 66 ayat (3),Qanun Kabupaten Aceh Barat
Nomeor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 71
ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014
tentang Retribusi Jasa Usaha perlu meninjau tarif retribusi dalam
Peraturan Kepala Daerah;

-bahwa jasa/pelayanan yang seharusnya dapat menjadi objek

Retribusi belum seluruhnya diatur di dalam Qanun Kabupaten
Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum
dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Retribusi Jasa Usaha; :
bahwa guna meningkatkan pelayanan persampahan dan
pelayanan pasar perlu meninjau tarif retribusi pelayanan
persampahan dan pelayanan pasar pada Qanun Kabupaten Aceh
Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum dan
tarif pasar grosir dan pertokoan pada Qanun Kabupaten Aceh
Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retmbus1 Jasa Usaha;

f. bahwa . ‘ﬁ
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dir{naksud pada
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan hurufe, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 33 ‘Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran ‘Negara Republik Indones;ia Tahun
2009 Nomor 130, - Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembahan Negara
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republlk

Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan % .
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengélolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 120);

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Retribusi Jasa Umum;

17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Retribusi Jasa Usaha; ‘

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR PADA BANGUNAN BARU PASAR BINA USAHA MEULABOH
DAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN PERTOKOAN PADA

MALL MEULABOH.
BAB .
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu
kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus
untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahum
1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.

2. Pemerintah ...
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Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat
Kabupaten. .
Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui
suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Qanun Kabupaten yang selanjutnya disebut ganun adalah
peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah
Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan
kehidupan masyarakat Kabupaten.

Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang ‘meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, crganisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan
pelayanan  yang menyebabkan barang, fasilitas, atau
kemanfaatan lamnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan olehPemerintah Daerah
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
proses alam yang berbentuk padat.

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli
barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas
halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, lapak dan/atau
kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah
Kabupaten dan khusus disediakan untuk Pedagang.

Tanah adalah tanah yang dimiliki dan atau dikuasai oleh.
Pemerintah Kabupaten.

Bangunan adalah gedung termasuk halaman dan segala
perlengkapan yang disediakan di dalamnya yang dimiliki dan
atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.

15. Ruangan... ﬁ
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Ruangan adalah suatu tempat di alam bangunan beserta
perlengkapannya yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah
Kabupaten.
Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/sederhana
yang berupa halaman/pelataran, los, lapak dan/atau kios dan
bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus
disediakan untuk pedagang.
Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya
terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk
berjualan. ’
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi diwgjibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi tertentu.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah
dilaktkan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena
jumliah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Pemeriksaan adalah: serangkaiah kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk mengﬁji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain’dalam rangka
melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan
Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran - atau penyetoran Retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ké kas daersh melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adaiah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan jumlah Kelebihan pembayaran Retribusi karena
jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang
terutang atau seharusniys tidak terutang.

26. Surat.‘&g
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26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atay
sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda.

BAB II
RETRIBUSI JASA UMUM
Pasal 2

Retribusi Jasa Umum dan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan
Pertokoan pada Qanun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi
Jasa Usaha,

. Pasal 3

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud
pada pasal 13 pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun
2014 tentang Retribusi Jasa Umum dengan struktur dan besarnys
tarif sebagai berikut: ' "

[

Jasa Pelayanan Tarif (Rp) _T(gterangan

_
Los Bangunan Baru Pasar Bina 1.000,- /hari Karcis

Usaha Meulaboh

Pasal 4

- Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada pasal
23 pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014
tentang Retribusi Jasa Umum dengan struktur dan besarnya tarif
sebagai berikut:

Jenis Layanan/Fasilitas Tarif (Rp) Keterangan
Los Bangunan Baru Pasar Bina
Usaha Meulaboh

- Lapak Sayur 4.000,- /hari Karcis
- Lapak Kelapa 4.000,-/hari Karcis
- Lapak Bumbu 5.000,-/hari Karcis
- Lapak Ikan 4.000,-/hari Karcis
- Lapak Daging 24.000, /hari Karcis
- Lapak Ayam ‘ 4.000,-/hari Karcis

BAB III

RETRIBUSI JASA USAHA
Pasal 5

Tarif Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan sebagaimana dimaksud

pada pasal 14 angka 14 pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor-

3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan struktur dan

besarnya tarif sebagai berikut: ‘g
No
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No Lokasi : Tarif (Rp)
1 | Mall Meulaboh Blok A Lantai
Dasar 12.000.000,-/Pintu/Tahun
2 | Mall Meulaboh Blok B Lantai
Dasar 3 10.000.000,-/Pintu/Tahun
3 | Mall Meulaboh Blok C Lantai
Dasar 10.000.000,-/Pintu/Tahun
4 | Mall Meulaboh Blok D Lantai,
Dasar | 12.000.000,-/Pintu/Tahun
5 | Mall Meulaboh Blok E Lantai
Dasar 31.500.000,-/Pintu/Tahun
6 | Mall Meulaboh Blok A Lantai
Dua 5.000.000,-/Pintu/Tahun
7 | Mall Meulaboh Blok B Lantai
Dua 7.000.000,-/Pintu /Tahun
& | Mall Meulaboh Lantai Tiga 30.000.000,-/Tahun
BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam
Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 1% Januari 2016 M
" 8§ Rabiul Akhir 1437 H

I BUPATI ACEH BARAT,]%
1

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal % Januari 2016 M
§ Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
<4 KABUPATEN ACEH BARAT,

b
B KHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR:
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No Lokasi Tarif (Rp)
1 | Mall Meulaboh Blok A Lantai
Dasar 12.000.000,-/Pintu/Tahun
2 | Mall Meulaboh Blok B Lantai
Dasar 10.000.000,-/Pintu/Tahun
3 | Mall Meulaboh Blok C Lantai
Dasar 10.000.000,-/Pintu/Tahun
4 | Mall Meulaboh Blok D Lantai
Dasar 12.000.000,-/Pintu/Tahun
S | Mall Meulaboh Blok E Lantai
Dasar 31.500.000,-/Pintu/Tahun
6 | Mall Meulaboh Blok A Lantai
Dua 5.000.000,-/Pintu/Tahun
7 | Mall Meulaboh Blok B Lantai
Dua 7.000.000,-/Pintu/Tahun
8 | Mall Meulaboh Lantai Tiga 30.000.000,-/Tahun
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam
Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 1§ Januari 2016 M
§ Rabiul Akhir 1437 H

<#BUPATI ACEH BARAT, },’

T. ALAIDI AH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 1§ Januari 2016 M
§ Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

b
BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR: {.4



